BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Beracara Dalam Perkara Perdata
1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah kumpulan aturan yang mengatur
bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata dengan perantara
hukum. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur
bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata
materil atau peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan
suatu perka'ra perdata kemuka pengadilan perdata dan bagaimana cara
hakim perdata memberikan putusan, *

Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang
membuat bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka
pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu
sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.

2. Asas-Asas dalam Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata pada dasarnya dapat dibedakan

menjadi berikut :
a. Hakim bersifat menunggu
Dalam perkara perdata, inisiatif untuk mengajukan perkara

kepengadilan sepenuhnya terletak pada pihak yang berkepentingan.

4 CST, Kansil, dkk. 2006. Modu! Hukum Perdata (termasuk asas-asas hukum
;;erdata). Jakarta; Pradiya Paramita.
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b. Hakim dilarang menolak perkara
Bila suatu perkara sudah masuk ke pengadilan hakim tidak
boleh menolak untuk memeriksan dan mengadili ‘perkar,a tersebut,
dengan alasan hukumnya tidak atau kurang jelas. Bila hakim tidak
dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali hukum
yang hidup dalam masyarakat atau mencari dalam Yurisprudensi.®
¢. Hakim bersifat pasif
Hakim membantu para pencari keadilan dan berusaha
sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan
untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan, |
d. Persidangan yang terbuka
Asas ini dimaksudkan agar ada kontrol sosial dari
masyarakat atas jalannya sidang peradilan sehingga diperoleh
keputusan hakim yang obyektif, tidak berat sebelah dan tidak
memihak,
e. Kedua belah pihak harus didengar
Dalam perkara perdata, para pihak harus diperlakukan sama
dan didengar bersama-sama serta tidak memihak. Pengadilan
mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang, hal ini berarti
bahwa didalam Hukum Acara Perdata hakim tidak boleh menerima

keterangan dari salah satu pihak saja, pibak lawannya harus diberi
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kesempatan untuk memberikan keterangan dan pemeriksaan bukti
harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh keduabelah
pihak.’
f. Putusan harus disertai alasan
Bila proses pemeriksaan perkara telah selesai, maka hakim
memutuskan perkara tersebut. Keputusan hakim harus memuat
alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengadilinya. Alasan-
alasan yang dicantumkan tersebut merupakan pertanggungjawaban
hakim atas keputusannya kepada pihak-pihak yang berperkara dan
kepada masyarakat schingga mempunyai nilai obyektif dan
mempunyai wibawa.
g. Sederhana, cepat dan biaya ringan
Sederhana yaitu acara yang jelas, mudah dipahami dan
tidak berbelit-belit. Cepat menunjuk pada jalannya peradilan
banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan
(mis. Perkara tertunda bertahun-tahun karena saksi tidak datang

atau para pihak bergantian tidak datang bahkan perkara dilanjutkan
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3. Proses atau Tahapan Beracara dalam Perkara Perdata
Melihat proses beracara dalam perkara perdata, maka pada

dasarnya memiliki tehapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam
prosesnya. Dengan ketentuan yang ada, maka hukum acara perdata
yang akan dibahas dalam tulisan ini mengenai:

a) Pengajuan Permohonan Gugatan

b) Pendaftaran Register

c) Persiapan Sidang

d) Penetapan Hari Sidang

¢) Panggilan Para Pihak

f) Persidangan

g) Berita Acara Sidang

h) Rapat Musyawarah

1) Putusan.

Proses tahapan tersebut diatas adalah dasar untuk melakukan
persidangan bagi para pihak. Untuk lebih jelasnya, maka satu-persatu akan
dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan atau gugatan
Dalam hal pengajuan permohonan beperkara hanya berlaku untuk
1 tingkat peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau

kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru

.
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Kemudian mengenai syaratnya adalah pihak yang mengajukan
harus mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari
Kelurahan/Desa (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/
Jamkesda/ Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan.

Adapun langkah-langkahnya adalah:

1) Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian
pendaftaran perkara.

2) Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara
yang di dalamnya tercantum pengajuan berperkara
dengan mencantumkan alasan-alasannya.

3) Surat permohonan dapat dibuat sendiri (lihat Panduan
Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah atau Panduan
Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama). Apabila
anda tidak dapat membuatnya, anda dapat meminta -
bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada
pengadilan setempat jika sudah tersedia.

4) Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat
permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan

menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.

b. Pendaftaran register kepaniteraan
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1) Calon Penggugat/Pemohon atau kuasanya datang menghadap
Petugas meja I dengan membawa surat gugatan atau surat
permohonan 6 rangkap. Jika calon Penggugat/Pemohon belum
membawa surat Gugatan/Permohonan dapat meminta bantuan
penjelasan Petugas meja I, Paling lama 30 menit.

2) Petugas meja I menaksir panjar biaya perkara dan dituangkan
dalam SKUM (empat lembar; lembar pertama warna hijau,
lembar kedua warna putih, lembar ketiza warna merah dan
lembar keempat warna kuning, paling lama 5 menit.

3) Petugas meja I menyerahkan surat gugatan/permohonan yang
telah ditanda tangani oleh calon Penggugat/Pemohon tersebut
dan SKUM kepada calon Penggugat/Pemohon serta
mempersilahkan kepada calon Penggugat/Pemohon tersebut
agar membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah
ditentukan, paling lama 20 menit.

4) Calon Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara ke
Bank yang telah ditentukan sejumlah yang tertera pada SKUM
dengan surat pengantar ke Bank yang telah ditentukan.

5) Selanjutnya langkah-langkah tersebut dilakukan sampai Ketua
Majf;lis Hakim yang ditunjuk menandatangani PHS, membagi

salinan surat gugatan/permohonan kepada hakim anggota

LS . . T T . . L. D Y R I T



12

untuk memanggil para pihak berperkara, paling lambat tiga hari
sebelum persidangan
c. Persiapan Sidang dalam proses beracara
Pada prinsipnya mengenai persiapan siding dalam waktu tiga hari
kerja setelah proses registrasi diselesaikan, petugas meja dua harus
sudah menyampaikan berkas gugatan/permohonan kepada Ketua
Pengadilan Negeri untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan
mengadili perkara tersebut.®
Majelis Hakim harus terdiri dari tiga orang hakim atau lebih
dengan jumlah ganjil (kecuali undang-undang menentukan lain),
d. Penetapan Hari Sidang
Dalam proses ini, maka seorang Hakim/Majelis Hakim
mempelajari berkas dan dalam waktu selambatlambatnya tujuh hari
kalender menetapkan hari sidang. Hakim/Ketua Majelis dalam
menetapkan hari sidang, perlu memperhatikan jauh/dekatnya tempat
tinggal para pihak dengan letaknya tempat persidangan. Lamanya
tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dengan hari sidang
paling sedikit 3 (tiga) hari kerja (Pasal 122 HIR / Pasal 146 RBg)
e. Panggilan Para Pihak
Panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan
oleh jurusita/jurusita pengganti di tempat tinggal atau tempat

kediamannya atau tempat kedudukannya. Dalam hal jurusita/jurusita

B o 8 D Tovcm TOO0 v ® gt B ML . My 4P A4 w1 ww w4



13

pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, maka surat
panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di
tempat itu, namun untuk keabsahannya panggilan itu harus dilakukan
melalui Kepala. Desa Lurah/perangkat desa. Dalam hal Kepala
Desa/Lurah tidak berada di tempat, imaka panggilan diserahkan kepada
perangkat desa untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan,

Jika yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau dimana
ia berada, panggilan dilakukan kepada Bupati/Walikota tempat tinggal
penggugat, yang seterusnya akan mengumumka hal itu dengan cara
menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman serupa
dilakuka dipapan pengumuman Pengadilan Negeri (Pasal 390
HIR/Pasal 718 RBg).

. Persidangan

Apabila Ketua Majelis yang ditunjuk berhalangan sementara untuk
Béi‘sidang, pemeriksaan perkara harus diundurkan, dan apabila
berhalangan tetap maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Ketua
Majelis yang baru dengan Penctapan. Apabila salah seorang hakim
anggota majelis berhalangan sementara maka dapat ditunjuk hakim
laini sebagai pengganti, dan apabila berhalangan tetap maka ini dapat
digantikan oleh Hakim lain, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Negeri dengan Penetapan.9

? Ibid,
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g. Berita Acara Persidangan
Berita acara sidang sebelumnya harus sudah siap dibuat untuk
ditandatangani sebelum sidang berikutnya. Pada waktu musyawarah
semua berita acara harus sudah selesai diketik dan ditandatangani
sehingga dapat dipakai sebagai bahan musyawarah oleh Majelis Hakim
yang bersangkutan.
h. Rapat Permusyawaratan
Rapat pennusyawaratan hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat 3)
UU Nomor 4 Tahun 2004).
i. Putusan
Putusan sedapat mungkin diambil dengan suara bulat. Apabila
mengenai sesuatu masalah terdapat perbedaan pendapat yang sangat
berlainan (dalam hal ada tiga pendapat yang berlainan dalam sal
majelis), maka masalah tersebut dapat dibawa kepada Ketua

Pengadilan Negeri untuk dicarikan jalan keluar.

4. Administrasi Perkara
Sebuah perkara perdata agar bisa disidangkan hingga diputus
harus melalui prosedur administrasi tertentu. Prosedur itu diawali
dengan pendaftaran perkara. Berikut ini diuraikan prosedur tersebut.

Petugas pada meja pertama/loket pertama bertanggungjawab untuk

P (. (TP T L .
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gugatan. Dokumen yang perlu disertakan dalam pendaftaran perkara
sekurang-kurangnya adalah :

a. Surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri setempat (untuk permohonan, permohonan eksekusi,
permohonan somasi) atau surat gugatan (untuk gugatan)

b. Surat kuasa khusus -dari pemohon/penggugat kepada kuasa
hukumnya (bila pemohon menguasakan kepada kuasa
hukum)

¢. Fotokopi kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan |

d. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

Salinan dokumen maﬁpun surat yang dibuat di luar negeri harus
disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan
seperti halnya salinan/dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam
bahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebyt harus diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia oleh penerjmeh  yang  disumpah. Surat
permohonan/surat gugatan serta dokumen-dokumen terkait diserahkan
(oleh pemohon/penggugat atau kuasanya) kepada petugas penerima
berkas sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) salinan berkas untuk
Maijelis Hakim dan arsip.10

Petugas penerima berkag memeriksa kelengkapan dengan

nienggu.nakan daftar periksa (check list), dan meneruskan berkas yang

' Sutantio/ Iskandar Oeripkartawinata, 1997. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,
Bandung, Cetakan. VIIT; Mandar Maju Bandung.
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telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perdata
untuk menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap Panitera Muda
Perdata mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan
melampirkan dafiar periksa supaya pemohon/penggugat atau kuasanya
dapat melengkapi surﬁt—surat sesuai dengan kekurangannya Dokumen
(surat-surat) yang berupa fotocopy harus diberi meterai dan dicocokkan
dengan aslinya oleh Hakim di persidangan Pal:ljar biaya perkara yang
telah ditetapkan dituangkan dalam SKUM dengan ketentuan:

a. Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara
mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal
para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan
panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan
lancer

b. Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara dengan
mempertimbangkan  pula  biaya  administrasi  yang
dipertanggungjawabkan dalam putusan sebagai biaya
administrasi. Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal
panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.

Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1

(satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, aopabila

hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangktuan akan dicoret
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Penetapan Pencoretan Perkara yang ditandatangani oleh Ketua Majelis
Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak.

Pada berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan SKUM (surat
kuasa untuk membayar) dalam rangkap tiga :

1) Lembar pertama untuk pemohon

2) Lembar kedua untuk kasir

3) Lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan

Perkara yang sudah dilengkapi dengan SKUM diserahkan kepada
pemohon/penggugat atau kuasanya agar membayar jumlah uang panjar
yang tercantum dalam SKUM ke bank dan menyerahkan tanda bukti
pembayaran dari Bank kepada pemegang kas pengadilan negeri.

Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara

sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan
perkara. Nomor halaman buku jurnal adalah nomor unit perkara yang
akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian
dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama  surat
gugatan/permohonan. Pencatatan permohonan eksekusi dalam SKUM
dan buku jurnal keuangan menggunakan nomor perkara awal.

Petugas pada meja kedua kemudian mendaftarkan perkara vang

masuk ke dalam register induk perkara perdata sesuai nomor perkara

vano - terrarnfiitmnm vada QT TAA/crirat crrovatamniarrernt movemnbhormos cotalals
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5. Budaya Pengadilan dalam Acara Perdata

Dalam istilah asing tentang kebudayaan di pengadilan dapat
diketahui melalui kebudayaan yang lebih luas dari kebudyaan yang
lebih terbatas. Kebudayaan yang lebih terbatas muncul dari kebudayaan
yang lebih luas. Kebudayaan yang lebih luas disebut macro culture
(national culture) dan kebudayaan yang lebih sempit discbut
organizational culture (corporate culture}.

Konsep Kebudayaan mikro di pengadilan dalam acara perdata
Konsep kebudayaan makro ini disebut juga sebagai software of the
mind (perangkat jiwa), dirumuskan sebagai cara berpikir, merasa dan
menilai-berbuat yang telah memola yang bersumber dari (isme) dalam
semua bidang kehidupan, yang diperoleh dan disampaikan melalui
lambang terutama bahasa yang keselurubannya termasuk
perwujudannya dalam artifak menjadi karya khas suku bangsa; inti
yang hakiki dari kebudayaan adalah gagasan tradisional terutama nilai
yang melekat pada gagasan itu."" Istilah organizational culture muncul
sekitar Tahun 1960-an yang kemudian di dalam tulisan ini
diadaptasikan sebagai budaya organisasi pengadilan yang selanjutnya
disingkat sebagai budaya pengadilan.
Organisasi itu sendiri merupakan suatu alat yang digunakan

orang, baik secara individual maupun secara bersama-sama atau

T
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kelompok untuk mengerjakan suatu tujuan yahg memiliki berbagai
variasi. Sebuah organisasi mewujudkan kumpulan pengetahuan,
nilainilai, dan visi dari orang-orang yang secara sadar (namun kadang-
kadang tidak sadar) yang mencoba mendapatkan sesuatu yang mereka
inginkan atau bernilai. '

Dengan demikian, sebuah organisasi merupakan suatu reaksi/
tanggapan, dan juga merupakan suatu cara penciptaan nilai yang
memuaskan beberapa kebutuhan manusia. Sebuah organisasi baru
ditimbulkan manakala suatu teknologi menjadi tersedia dan
ditémukannya kebutuhan baru, dan organisasi mati/ bubar atan berubah
manakala kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak: lagi penting atau sudah
tergantikan oleh kebutuhan-kebutuhan yang lain

Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai yang mengontrol
interaksi anggota-anggota organisasi satu sama lain, dan antara
anggota dengan orang-orang di luar organisasi. Sehingga budaya
pengadilan juga mengontrol warga pengadilan, dan memberikan batas-
batas yang tidak kasat mata ketika karyawan pengadilan bergaul
dengan karyawan lainnya maupun ketika bergaul dengan hakim, serta
ketika warga pengadilan bergaul dengan orang-orang di luar
pengadilan. Lebih lanjut, budaya organisasi dapat membantu pegawai
baru mempelajari berbagai perilaku, memberikan petunjuk, arahan

bagi pegawai dan membantu agar setiap orang bekerja ke arah tujuan

" 30Amold. M. Rose. 1967. Sociology. him. 55
Ibid. him,179.
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yang sama, yang pada akhirnya akan memberikan identitas tersendiri
kepada setiap organisasi tersebut. Sehingga calon pegawai di
lingkungan pengadilan (termasuk calon hakim) dapat belajar tentang
administrasi umum, administrasi kepaniteraan maupun tata cara
persidangan secara terarah, baik yang bersifat positip maupun negatip,
sesuat dengan tugas dan fungsi pengadilan.

Budaya organisasi ini dibentuk oleh orang-orang di dalam
organisasi, oleh etika organisasi, oleh hakhak kerja yang diberikan
kepada pegawai, dan oleh jenis struktur yang digunakan oleh
organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi bagaimana orang
memberi jawaban kepada situasi dan bagaimana mereka menafsir
- lingkungan sekitar organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi yang
berjenis sama dapat berbeda, Dalam kaitan ini, maka budaya organisasi
pengadilan dibentuk oleh individu-individu pegawai di pengadilan,
Kode Etik Profesi Hakim, gaji, cuti (di daerah tertentu seperti Papua
cuti/ ijin bisa 2-3 bulan), struktur pengadilan sebagaimana dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 38
Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 dan bagaimana
warga pengadilan melaksanakannya. Sehingga secara keseluruhannya,

akan mempengaruhi warga pengadilan dalam bersikap manakala

- . -
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maupun perkara sederhana. Juga ketika menghadapi para pihak yang
berperkara/ advokat.

Budaya organisasi mencakup nilai, pengalaman bersama, cerita
legenda/sejarah, kepercayaan dan norma bersama yang mencirikan
suatu organisasi. Oleh karenanya, budaya pengadilan ini mencakup
cerita-cerita (isu/gosip) yang beredar yang diceritakan satu kepada
yang lain seperti pengalaman yang berkaitan langsung Pengurus Pusat
Tkatan Hakim Indonesia.

Berikut ini dikemukakan mengenai etika profesi. Etika profesi
hakim bersifat universal, terdapat di negara manapun di seluruh dunia
dan mengatur tentang nilai-nilai moral, kaedah-kaedah penuntun dan
aturanaturan tentang perilaku yang seharusnya dan seyogyanya
dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan profesinya.

Hakim dalam fungsinya sebagai pejabat kekuasaan kahakiman
harus menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan dalam suatu
sengketa hukum atau perkara. Hakim merupakan benteng terakhir
dalam penegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Etika profesi hakim yang bersifat universal tersebut dipadukan
dengan situasi, kondisi, budaya dan kepribadian bangsa Indonesia yang
berfalsafah Pancasila, yang merupakan cita-cita hukum (rechts idee)
negara Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber

hukum,
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Hukum di dunia Barat dilambangkan dari mitos Yunani sebagai

Dewi Yustitia dengan mata tertutup dengan pedang di tangan kanan
dan timbangan di tangan kiri, sedang hukum di TIndonesia
dilambangkan sebagai pohon beringin pengayoman yang kokoh
rindang yang berfungsi mengayomi cita-cita negara, bangsa dan
rakyatnya. Kode etik hakim di duria barat berdasarkan “The 4
commandmets” dari Socrates yakni:

1. To hear courteously

2. To answer wisely

3. To consider soberly

4. To decide impartially.40

Kode kehormatan hakim indonesia diambil dari hukum adat yakni
“pepakem cirebon” yang kemudian ditingkatkan/disublimasikan
menjadi  Panca Dharma Hakim yakni:

1. Kartika = bertakwa kepada TYME

2. cakra = berlaku adil

3. candra = bijaksana

4. tirta = jujur berbudi luhur/berkelakuan tidak tercela.

6. Kinerja Pengadilan dalam Acara Perdata
a. Kinerja dalam proses beracara

Dalam kinerja pengadilan terhadap proses beracara perdata, telah

P 54 [EPEIUIIRIS JERNS PR e levs ren . dMAls 1o e o 2 P L I . .
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performance.’ Yang embedakan istilah kinerja (performance),
produktifitas (productivity), efisiensi, mutu,

Produktifitas adalah output yang dihasilkan oleh sistem jasa dan
input yang diberikan untuk mencipta output, atau penggunaan yang
efisien dari resources (tenaga kerja, material, informasi) dalam
memproduksi jasa. Sehubungan dengan pengadilan, maka pengadilan
menghasilkan putusan yang adil, dan untuk menghasilkan putusan
yang adil tersebut didukung seluruh warga pengadilan sesuai dengan
tugas dan jabatannya, dan seluruh masyarakat khususnya masyarakat
pencari keadilan.

Untuk menilai kinerja pegawai pengadilan dipergunakan uraian
tugas (job description), karena penilaian merupakan evaluasi yang
sistematis atas pegawai tentang kinerjanya dalam menjalankan tugas
pekerjaannya dan potensi perkembangannya. Dengan demikian,
kinetja dirumuskan sebagai kemampuan pegawai untuk mengerjakan
tugas pekerjaannya sebagaimana mestinya. Dikaitkan dengan
pengadilan negeri yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, maka kinerja pengadilan dapat dirumuskan
sebagai kemampuan pengadilan (hakim) menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang

dirumuskan dalam uraian tugas masingmasing.

149w .
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Keberhasilan melaksanakan tugas yang dijabarkan dalam job
description tersebut merupakan penilaian terhadap kinerja pengadilan
negeri itu sendiri. Salah satu tugas pengadilan adalab menyelesaikan
perkara perdata yang diajukan ke pengadilan. Sebelum dikemukakan
mengenai uraian tugas organisasi pengadilan tersebut akan
dikemukakan lebih dahuiu mengenai kekuasaan kehakiman yang
merupakan sumber atau asal muasalnya. Kekuasaan kehakiman ini
merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselengaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Kekuasaan kehakiman ini diselenggarakan oleh:

1. Mahkamah Agung, dan badan peradilan dibawahnya yakni
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha
Negara dan Peradilan Militer.

2. Mahkamah Konstitusi.

Ringkasnya, badan/lembaga peradilan ini bertugas menerima,
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman
ini dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan
negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo undang-

undang Nomor 6 Tahun 1986. Selanjutnya, berdasarkan Undang-
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administratif dan finansial dialihkan dari Departemen Kehakiman ke
dalam kekuasaan Mahkamah Agung, meskipun ketiga fungsi ini
berlaku setelah 5 (lima) tahun undang-undang ini diberlakukan, yang
kemudian aturan tersebut dirubah berdasarkan Undang-undang

Nomor 4 Tahun 2004.

7. Uraian Tugas (Job Description) di pengadilan

Pengadilan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Wakil
Ketua, yang kedua.mya dinamakan Pimpinan Pengadilan, yang bertugas
dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan peradilan yang baik dan
menjaga citra dan wibawa pengadilan. Oleh karenanya Pimpinan
Pengadilan harus memiliki kemampuan mengelola (managerial) yang
meliputi pembuatan rencana kega (programming), mengatur
pelaksanaannya (organizing), melaksanakan rencana kerja (excuting)
dan mengawasi pelaksanaannya (controlling) baik di bidang teknis
yustisial maupun bidang administrasi perkara dan administrasi umum.
Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan pengadilan dibantu oleh
segenap warga pengadilan.

a. Tugas Administrasi Umum
Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan
bertanggungjawab aas terselenggaranya tugas pengadilan secara

baik dan Jancar. Oleh karena itu pimpinan pengadilan membuat:

18 4% 4 49 4
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1. Perencanaan dan perorganisasian
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan yang yang baik dan serasi.

Pimpinan pengadilan haruslah membagi dan
menetapkan tugas dan tanggungjawab secara jelas dalam rangka
mewujudkan  keserasian dan kerjasama anatr  sesame
pejabat/petugas yang bersangkutan, sehingga terjadi pembagian
tugas antara ketua dan wakil ketua yang baik yang pada akhimya
terjadi kerjasama yang baik.'®

Sebagai scorang pimpinan harus menyelenggarakan
administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan
rutin/pembangunan.  Menyelenggarakan  pertemuan  berkala
sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakiim serta
pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan
dengan seluruh karyawan. Disamping ftu juga harus
membuat/menyusun data tentang putusanputusan perkara yang
penting, memerintahkan, memimpin dan mengawasi sksekusi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengaktifkan Majelis
Kehormatan Hakim. Pimpinan pengadilan juga harus melakukan
pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi
petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim

maupun seluruh karyawan.
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Pengawasan harus puia dilakukan baik pengawasan intern
maupun ekstern:

a. Intern terhadap pejabat peradilan, keuangan dan

material

b. Ekstern terhadap pelaksanaan putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

Ketua dapat menugaskan Hakim untuk membina dan
mengawasi bidang hukum tertentu, dan melakukan evaluasi atas
hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan
jabatan, untuk selanjutnya melaporkan evaluasi atas hasil
pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.

Pengawasan terhadap pelaksanaan court calendar dengan
ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam
waktu enam (6) bulan dan mengumumkannya pada pertemuan
berkala dengan para hakim. Pimpinan pengadilan harus
mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih
generasi, dan juga melakukan pembinaan terhadap organisasi
IKAHI, PTWP, Darma Yukti Karini. Disamping itu juga harus

melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak
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memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum
kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.'”
Adapun tugas dan wewenang wakil ketua sebagai berikut:;

a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka
pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta
pengorganisasiannya

b. Mewakili Ketua bila berhalangan

¢. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua

d. Melakukan pengawasan intern serta melaporkan hasil
pengawasan kepada Ketua.

Tugas Hakim adalah membantu pimpinan pengadilan
dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,
pelaksanaannya  serta  pengorganisasiannya,  melakukan
pengawasan yang ditugaskan Ketua dan melaporkannya kepada
Pimpinan Pengadilan, dan juga melakukan pengawasan dan
pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan
pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada
Mahkamah Agung.

Tugas Panitera yang terutama adalah membantu Pimpinan
Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan
Jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya, dan

mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan Panitera dibantu

17T i 4 a
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Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi
tentang perkara perdata dan situasi keuangan perkara perdata
Panitera juga bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara,
putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan
pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang
disimpan di Kepaniteraan.

Panitera juga membuat akta dan salinan putusan, menerima
dan mengirimkan berkas perkara, melaksanakan eksekusi putusan
perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam
jangka waktu yang ditentukan. Tugas- Wakil Panitera adalah
membantu Pimpinan Pengadilan membuat program jangka pendek
dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya,
dan juga membantu Panitera dalam membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara. Tugas Panitera
Muda adalah membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat
program jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta
pengorganisasiannya.

Disamping itu, mengenai tugas membantu Panitera dalam
menyelenggarakan administrasi perkara dalam mengolah serta
menyusun laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tugas
Panitera Pengganti adalah membantu Hakim dalam persidangan

perkara perdata serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut
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melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua

Pengadilan, Ketua Sidang dan/atau Penitera. '®

b.Tugas Teknis Yustisial
Di bidang teknis peradilan, tugas dan wewenang Ketua
Pengadilan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1)  Menetapkan/menentukan  hari-hari  tertentu  untuk
melakukan persidangan perkara, menetapkan panjar
biaya perkara, dalam hal penggugat atau tergugat tidak
mampu, Ketua dapat mengijinkan untuk beracara secara
prodeo.

2) Ketua Pengadilan juga bertugas membagi perkara
gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk
disidangkan, namun tugas ini dapat mendelegasikan
wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara
permohonan  dan  menunjuk  Hakim  untuk
menyidangkannya.

3) Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau
permohonan lisan, ,emerintahkan kepada Jurusita untuk
melakukan pemanggilan, agar terhadap termohon
eksekusi dapat dilakukan tegoran (aanmaning) untuk

memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,

18 Harahap, M. Yahya, Makalah Seminar Akbar Lima Puluh Tahun Pembinaan Hukum
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putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan
eksekusi lainnya, memerintahkan kepada jurusita untuk
melaksanakan somasi, berwepang menangguhkan
eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada
gugatan perlawanan, maupun adanya permohonan
peninjauan kembali atas perintah Ketua Mahkamah
Agung, memerintahkan, memimpin, serta mengawasi
eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Ketua Pengadilan menetapkan biaya jurusita maupun
menetapkan biaya eksekusi, menetapkan pelaksanaan
lelang dan tempat pelaksanaan lelang serta Kantor
Lelang Negara sebagai pelaksanan lelang.

Ketua Pengadilan dalam melaksanakan putusan sertamerta
wajib meminta ifjin kepada Pengadilan Tinggi jika perkara
permohonan dimohonkan banding, dan ijin dari Mahkamah Agung
Jjika perkara dimohonkan kasasi. Ketua Pengadilan mengevaluasi
laporan mengenai pananganan perkara yang dilakukan hakim dan
Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil
evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung, memberikan ijin berdasarkan ketentuan

undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan :
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Dalam hal penyebaran informasi, Ketua Pengadilan
berkewajiban untuk meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat
dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan
dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil
Panitera, Panitera Muda , Panitera Pengganti dan Jurusita. Tugas
dan wewenang Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan tugas Ketua
apabila Ketua berhalangan, melaksanakan tugas yang
didelegasikan oleh Ketua kepadanya, dan membagikan perkara
permohonan kepada Hakim jika diberi wewenangmembagikan
perkara permohonan.?’

Berikut ini dikemukakan tugas dan wewenang Hakim/Ketua
Majelis. Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan,
bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara
persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya,
mengemukakan pendapat dalam musyawarah, menyiapkan dan
memaraf naskah putusan lengkap. Hakim wajib menandatangani
putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, meskipun tidak
'setuju dengan isi putusan. Hakim melakukan pengawasan yang
ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas
mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata/ bidang

perdata dan eksekusi serta melaporkannya kepada Pimpinan



33

mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan
hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung.

Tugas Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti
dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggungjawab atas
pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar,
biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-
surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan, mengatur tugas
Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, menerima
serta  membuat  daftar semua  perkara, permohonan
kewarganegaraan dan pendaftaran badan hukum yang diterima di
Kepaniteraan, membuat salinan putusan dan memberitahukan
putusan verstek.

‘Seorang Panitera juga bertugas membuat akta :

1) .Permohona,n banding

2) Pemberitahuan adanya permohonan banding

3) Penyampaian salinan memori/konira memori banding

4) Pemberitahvan membaca/memeriksa berkas perkara

(inzage)
5) Pemberitahuan putusan banding
6) Pencabutan permohonan banding

7) Permohonan kasasi
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9) Penyampaian salinan memori kasasi
10) Penerimaan kontra memori kasasi
11) Tidak menerima memori kasasi
12) Pencabutan permohonan kasasi
13) Pemberitahuan putusan kasasi
14) Permohonan peninjauan kembali
15) Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali
16) Penerimaan/penyampaian  jawaban  permohonan
peninjauan kembali
17) Pembuatan akta yang menurut undang-undang/peraturan
diharuskan dibuat oleh Panitera
Panitera berkewajiban melegalisir surat-surat yang akan
dijadikan bukti dalam persidangan, memungut biaya-biaya
pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara. Panitera juga harus
mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi
atau peninjauan kembali, melaksanakan, melaporkan dan
mempertangungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua
Pengadilan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan

yang ditugaskan/diperintahkan oleh Ketua Pengadilan, menerima
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Tugas Wakil Panitera adalah :

1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
siding pengadilan

2) Membantu Panitera untuk secara langsung membina,
meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi
perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register
perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain

3) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan

4) Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya 2

Tugas Panitera Muda Perdata adalah :

1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya siding pengadilan

2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang
masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan
masalah perkara perdata

3) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima
di Kepaniteraan

4) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku

daftar disertai catatan singkat tentang isinya
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5) Menyerahkan salinan putusan kepada pihak yang berperkara
bila memintanya.

Tugas Panitera Pengganti adalah membantu Hakim dengan
mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, Bantuan terhadap
hakim ini dilakukan dalam hal membuat penetapan hari sidang,
membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan
yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, mengetik putusan.21

Panitera Pengganti wajib melaporkan kepada Panitera
Mu&a Perdata untuk dicatat dalam register perkara :

a. Penundaan hari-hari siding
b. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
¢. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata bila

telah selesai diminutasi.

Berkaitan dengan tugas hakim di bidang teknis yustisial, terdapat
hal-hal yang perlu diketahui Hakim:
a. Perkara perdata harus selesai diperiksa dan diputus dalam waktu
6 (enam) bulan.
b. Ketua Pengadilan Negeri membentuk majelis tetap untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

2l Mangkoedilaga, Benjamin, Peranan Peradilan dalam Perubahan Nilai dalam Masyarakat,
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. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan selalu menjadi Ketua Majelis.

Untuk majelis-majelis yang lain Ketua Majelis adalah Hakim

yang paling senior.

. Untuk memeriksa perkara-perkara tertentu Ketua Pengadilan

dapat membentuk majelis khusus.

. Terhadap perkara gugatan dan perkara permohonan yang

diterima oleh pengadilan, setelah diberi nomor register oleh
panitera, dalam waktu 7 (tujuh) hari, harus diserahkan kepada
Ketua Pengadilan.

Ketua Pengadilandalam waktu 7 (tujuh) hari membagi perkara
tersebut kepada Majelis/Hakim yang akan memeriksa dan

meutusnya

. Setelah menerima berkas perkara, Majelis/Hakim harus

mempelajari berkas perkara tersebut. Kemudian, dalam waktu 1
(satu) minggu setelah menerima berkas perkara, Majelis/Hakim

harus menentukan hari sidang.

. Sidang di Pengadilan Negeri dilaksanakan di ruang sidang dan

dimulai tepat jam 09.00.Apabila Ketua Majelis/Hakim
berhalangan untuk bersidang, pemeriksaan perkara harus
diundurkan.

Apabila salah seorang Hakim anggota Majelis berhalangan, ia
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Rapat permusyawaratan majelis bersifat rahasia dan dihadiri
oleh ketua majelis, para hakim anggota dan panitera pengganti.
Ketua majelis memberi kesempatan kepada hakim anggota yang
paling yunior untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh
hakimn anggota yang lebih senior dan terakhir ketua majelis.
Setiap pendapat harus dikemukakan dengan jelas dengan
menunjuk yurisprudensi tetap atau doktrin.

Permohonan banding, kasasi atau peninjauan kembali baru bias
didaftarkan/dikeluarkan akte penerimaannya oleh panitera
apabila panjar biaya sudah dibayar. Untuk menghindarkan
kurangnya panjar biaya sebelum berkas perkara dikirimkan,
penitera wajib mnenghitung dengan cermat besarnya panjar
tersebut.

Terhadap perkara yang diajukan permohonan banding, kasasi
atau peninjanan kembali dan panjar biayanya tidak mencukupi,
sedangkan pemohon banding, kasasi atau peninjauan kembali
tidak dapat dihubungi lagi, maka setelah tiga kali dilakukan
pemanggilan/ pemberitahuan fernyata tetap tidak dapat
dihubungi, panitera membuat keterangan tentang keadaan
tersebut. Berdasarkan keterangan panitera, ketua pengadilan

membuat penetapan tentang pencoratan permohonan itu dari
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n. Permohonan peninjauan kembali tidak dapat menunda eksekusi
kecuali berdasarkan alasan tertentu diperintahkan ditunda oleh
Ketua Malikamah Agung.

0. Hakim tanpa diminta oleh pihak yang berkepentingan wajib
mengundurkan diri dari suatu perkara dalam hal secara pribadi
mempunyai kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung,
dalam perkara itu, suami/istri, keluarga atau keluarga semenda
dalam garis keturunan lurus atau sampai derajat keempat

kesamping, tersangkut dalam perkara itu.?

B. Tinjauan Umum Tentang Infervensi dalam Berperkara dengan Tiga
Pihak

1. Pengertian Intervensi

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara sangat dimungkinkan
masuknya pihak ketiga ke dalam proses pemeriksaan. Masuknya pihak

ketiga ini disebut intervensi®*

Intervensi yaitu suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan
dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam
suatu perkara perdata yang sedang berperkara perdata yang sedang

berlangsung antara dua pihak yang sedang berperkara.

% Huzaimah, Arne, Jumanah, dkk. 2007. Modul Pendidikan Kemahiran Hukum. Palembang;
IAIN Raden Fatah Pers.
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2. Macam-Macam Intervensi
Di kalangan para penulis hukum tidak terdapat kesamaan péndapat
mengenal macam-macam infervensi yang dapat digolongkan ke dalam

tiga macam yaitu

1) Tussenkomst adalah masuknya pihak ketiga sebagai pihak yang
berkepentingan ke dalam perkara perdata yang sedang berlangsung
untuk membela kepentingannya sendiri oleh karena itu ja melawan
kepentingan kedua belah pihak, (yaitu penggugat dan tergugat yang
sedang berperkara).

Dalam suatu perkara biasanya terdapat dua pihak yaitu
penggugat dan tergugat dengan keterlibatan pihak ketiga yang
berdiri sendiri dan membela kepentingannya sendiri. Maka pihak

ketiga ini melawan kepentingan penggugat dan tergugat.

Ciri-ciri tussenkomst:_
1. Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri
sendiri.
2. Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian
kehilangan haknya yang terancam.
3. Melawan kebentingan kedua belahh pihak yang berperkara.

4. Dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang

I Y . T T T T
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Syarat tussenkomst:
1. Merupakan tuntutan hak
2. Adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang
berlangsung
3. Kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan
pokok sengketa yang sedang berlangsung
4. Kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan

pokok sengketa yang sedang berlangsung.

2). Voeging (menyertai) yaitu suatu aksi hukum oleh pihak yang
berkepentingan dengan jalan memasuki perkara perdata yang
sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat untuk bersama-
sama tergugat dalam menghadapi penggugat atau bersama-sama si

penggugat dalam menghadapi tergugat.?

Ciri-ciri voeging:

1 Sebagai pihak yang berkepentingandan berpihak kepada
salah satu pihak dari penggugat atau tergugat.
2 Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya

sendiri dengan ialah membela salah satu yang bersengketa.

2 MMamaonl-lran fimtniitan tarhadan nihal- nihal- ano
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Syarat voeging:

1. Merupakan tuntutan hak.

2. Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya
dengan jalan berpihak kepada salah satu pihak.

3. Kepentingan tersebut harus ada hubungannya dengan

pokok sengketa yang sedang berlangsung.

3). Vrilwaring yaitu ikut sertanya pihak yang berkepentingan
dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung
antara penggugat dan_ tergugat untuk bersama-sama salah S:"itll

pihak yang sedang berperkara untuk melawan pihak terlawan.

3. Proses Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Berperkara

Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging,
intervensi/tussenkomst, dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau
RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat
dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal
70 Rv), sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan,

baik dalam hukum materii] maupun hukum formil, %

Dalam hal ada permohonan intervensi, hakim memberi kesempatan

kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan

% Balitbing Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis
Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, him, 20.
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sela, dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan

kedudukan pihak ketiga tersebut.

Intervensi merupakan ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam
proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu.
Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang
milikﬁya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat.
Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela.
Apabila permohonan infervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang

diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi

Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses
pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Misalnya:
tergugat digugat oleh penggugat, karena barang vang dibeli oleh
penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergngat membeli
barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga
ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu. Setelah
ada permohonan vrijwaring, hakim memberi kesempatan para pihak
untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatubkan putusan

yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.

Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut
merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi

pengirimannya ke Pengadilan Tinggi harus bersama-sama dengan

mrmrlrmern smmtrnalr A semlile ewmelrcan et WY 1t Yo e I ot
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dengan sendirinya permohonan banding dari infervenient tidak dapat

diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri.

Apabila permohonan dapat dikabulkan, maka putusan tersebut
merupakan putusan sela, yang dicatat dalam Berita Acara, dan
selanjutnya pemeriksaan perkara- diteruskan dengan menggabung

gugatan intervensi ke dalam perkara pokok.?’
4. Proses Serta Tahapan Beracara Dengan Tiga Pihak ( intervensi ).

1, Pengertian Beracara
Pengertian dari hukum beracara dalam tiga pihak adalah
serangkaian langkah yang harus diambil seperti yang dijelaskan oleh
undang-undang pada saat suatu kasus akan dimasukkan ke dalam
pengadilan dan kemudian diputuskan oleh pengadilan yang terdiri
dari tiga pihak atau infervensi. ®
Tujuan  dari hukum acara sendiri adalah untuk

memastikanberjalannya asas peradilan yang tidak berpihak, cepat,

rasional, dan murah.

2. Prinsip serta arti penting hukum beracara dalam berperkara tiga pihak

Prinsip dasar dari hukum acara dalam tiga pihak adalah:

7 Saleh, K. Wantjik. 1990. Hukum Acara Perdata; PBg/HIR, Ghalia Indonesia. Cetakan

Ketujuh. Jakata.
28 28
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a) Setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk
mengemukakan pembelaannya sebelum dijatuhkan putusan
(vonis) oleh hakim

b) Hakim tidak dibenarkan untuk bisa dalam melihat fakta dan
pada saat yang sama dia tidak boleh terlihat bias, artinya disisni
ada kebebasan dalam beracara bagi para pihak untuk
mengutarakan serta membela hak-haknya yang tidak menutup

lemungkinan ikut sertanya pihak ke tiga dalam proses beracara.

Mengenai Alasan kenapa hukum acara diperlukan dan dianggap

penting adala:

a) Mengerjakan sesuatu yang benar masih mungkin hasilnya
adalah ketidak adilan apabila dijalankan dengan cara yang
salah.

b) Pada prinsipnya tidak ada satupun kasus yang jalan atau
berhenti.

Artinya kedua [;'ooirlt tersebut merupakan arti penting dalam

beracara guna untuk kepemtingan masing-masing pihak dalam

cannlrata natan marmacalalhon vense haridann saemdbels fhsansnineea kol
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3. Tahapan dalam Berperkara di Pengadilan dengan Tiga Pihak
a. Tahapan Administratif
Penggugat memasukkan surat gugatan ke Pengadilan
Negeri yang berwenang Menurut pasal 118 HIR, ditentukan bahwa
kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak untuk memeriksa

perkara adalah;

(1) Pengadilan Negeri dimana terletak tempat diam (domisili)

Tergugat

(2) Apabila Tergugat lebih dari seorang atau adanya pihak ketiga,
maka tuntutan dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri di
tempat diam (domisili) salah seorang dari Tergugat tersebut.
Atau apabila terdapat hubungan yang berhutang dan penjamin,
maka tuntutan disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat
domisili sang berhutang atau salah seorang yang berhutang

itu.zg

(3) Apabila Tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau
Tergugat tidak dikenal, maka tuntutan dimasukkan kepada
Pengadilan Negeri tempat domisili sang Penggugat atau salah
seorang Penggugat. Atau apabila tuntutan tersebut mengenai

barang tetap, maka tuntutan dimasukkan ke dalam Pengadilan

MNacdari vrarne Aalarm Anarah b timarmorn lkararmor forcaletd ol atenl-
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(4) Tuntutan juga dapat dimasukkan ke Pengadilan Negeri yang

telah disepakati oleh pihak Penggugat, dengan ketentuan:

a). Penggugat membayar biaya perkara,

b). Penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara,

c).Penggugat menerima nomor perkara (roll).

\

4. Tata cara permohonan pendaftaran perkara perdata dalam sengketa

tiga pihak

a. Pelaksanaan pendaftaran gugatan Tingkat Pertama;

1) Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan
gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
pada Pengadilan Negeri di Meja 1 bagian Perdata, dengan
beberapa kelengkapan/syarat: Surat Permohonan / Gugatan
dan Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila

menggunakan Advokat).

2) Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan

dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman;

3) Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / Kuasanya

arie mata e nea | P I FOSYSTYRD A Tt
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4) Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 2 dan

menyimpan bukti asli untuk arsip.

5) Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan dari

Meja 2.

6) Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.

b. Pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkat banding;

1) Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Negeri Sleman di Meja 3
bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang
harus dipenuhi: Surat Permohonan Banding, Surat Kuasa
yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat), serta

Memori Banding

2) Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di

Kasir

3) Memberikan SKUM vyang telah dibayar ke Meja 3 dan

menyimpan bukti asli untuk arsip

4) Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas
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datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari

berkas

5) Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang

akan disampikan oleh Juru Sita Pengganti.

¢. Pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkan kasasi
1) Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Negeri Sleman di Meja 3
bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang
harus dipenuhi: Surat, Permohonan Banding, Surat Kuasa
yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat),

Memori Kasasi. >

2) Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di

Kasir;

3) Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas
(Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk
datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari

berkas.

4) Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang

akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.

3 Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata. 1997, Hukum Acara Perdata dalam Teori
(e PDnbea b Mudalermee IITIT A i d e A A e Drcdicce e Ll 1=
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5. Pengaturan Intervensi Dalam Berperkara Dengan Tiga Pihak di

Pengadilan Negeri

Dalam hasil analisis, sesuai dengan proses beracara dengan tiga
pibak (intervensi) di Pengadilan Negeri Sleman pada prinsipnya
mengenai intervensi tidak diatur secara rinci dalam HIR dan RBg, dan
juga dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan, hal ity
diatur dalam RV pasal 279 sampai dengan pasal 282, namundemikian
pasal dalam RV tersebut berlaku juga dalam proses persidangan di
Pengadilan Negeri Sleman. Yang dimaksud dengan intervensi adalah
suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan
melibatkan diri dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung

antara kedua pihak yang berperkara.*!

Dalam Reglement op de burgerlijke rechtsvordering (RV) terdapat
dua bentuk intervensi, yaitu infervensi yang bersifat menengahi
(tussenkomst) dan infervensi yang bersifat menyertai (voeging).
Kecuali dua bentuk intervensi tersebut dijumpai juga dalam praktek

intervensi vrijwaring.

a) Prosedur beracara dipermudah dan disederhanakan. Proses

berperkara dipersingkat.

b) Terjadi penggabungan tuntutan,

kIR S SR SR SH ST T PP TR TP S T TR T
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¢) Mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan.

6. Hal-hal Yang Harus dimuat Dalam Gugatan Intervensi

Tidak terdapat ketentuan yang menentukan apa yang harus dimuat
dalam suatu gugatan intervensi. Dari pendapat-pendapat dan contoh-
contoh yang telah dikemukakan oleh para penulis hukum dapat

diketahui bahwa gugatan infervensi disusun seperti surat gugatan biasa.

Dalam prakteknya surat gugatan infervensi dibuat seperti gugatan

biasa yang pada pokoknya memuat:

1) Identitas atau ciri penggugat intervensi, penggugat asal dan tergugat
asal yaitu nama, tempat tinggal dan pekerjaan, jika dipandang perlu
schingga jelas siapa yang melakukan infervensi (penggugat
intervensi ) dan siapa penggugat asal serta siapa tergugat asal

(selanjutnya disebut tergugat intervensi).

2) Dasar gugatan ( fundamentum petendi) yang menjelaskan adanya
hubungan hukum antara pihak-pihak yang menjadi dasar gugatan
yang terdiri dari ;

a) Bagian yang menguraikan tentang peristiwa atau kejadian-
kejadian atau hal-hal yang menjelaskan tentang duduk

perkaranya.

b) Bagian yang menguraikan tentang hukumnya. Bagian ini

vmarntalaal-arm tomtarmer adosmsra blals atair Jrilsirem rrmes Iislbissss  wroes or
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menjadi dasar tuntutan (gugatan). Disini tidak disyaratkan
untuk menyebutkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang

menjadi dasar gugatan.
3) Tuntutan (Petitum) yang memuat

a) Tuntutan penggugat yang dimohonkan agar diputus dan

dikabulkan oleh hakim (petitum primer)

b) Mohon putusan yang seadil-adilnya kepada hakim (petitum

subsider)

7. Jangka Waktu Pengajuan Infervensi

Jangka waktu pengajuan intervensi penting untuk diketahui, dalam
beberapa jenis gugatan masalah jangka waktu bersifat menentukan

dapat diterima atau tidak dapat diterimanya gugata yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 280 Rv menentukan “ Tindakan-tindakan
ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah
ditetapkan sebelumnya atau sewaktu kesimpulan terakhir diambil dalam

perkara yang sedang berjalan.”

Berbeda dengan pendapat diatas Roihan A Rasyid berpendapat
bahwa permohonan intervensi dari pihak harus diajukan kepada majelis
hakim yang sedang memeriksa perkara yang bersangkutan, pada waktu

penggugat dan tergugat sedang jawab menjawab sebelum tahap

ancasralarilftmss am I vtthamer A DacirnAd tvirn #1380 masmilrarilr-arn nlocarm 1w ar rnsn
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intervensi harus diajukan sebelum tahap pembuktian, akan tetapi dari
pertimbangan logika dapat diketahui bahwa kepentingan prossesual para
pihak semula jangan sampai dirugikan oleh adanya pengajuan intervensi
itu.

Hakim akan memperkirakan apakah pengajuan intervensi tersebut
mengurangi kepentingan para pihak ataukah tidak, Hal ini untuk
memberikan pertimbangan antara kepentingan pihak ketiga yang merasa
pihak-pihak semula dengan kepentingan pihak-pihak semula untuk
beracara tanpa gangguan. Kepentingan salah satu pihak tidak dapat

dikorbankan hanya untuk menuruti keinginan pihak yang lain.

8. Manfaat Intervensi

Dari penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 2004
tentang kekuasaan kehakiman dapat diketahui dengan jelas keinginan
pemerintahh untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang memenuhi
harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan

yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan, Tidak diperlukan pemeriksaan

dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai
berlarut-larut, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli
waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah

mungkin schingga dapat dijangkau olch rakyat. Ini semua tanpa
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Proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut akan menimbulkan
rasa .tidak puas dari para pencari keadilan serta dapat menimbulkan
sikap negatif dari anggota masyarakat terhadap kredibilitas lembaga
peradilan. Secara normal tidak ada pihak yang ingin terlibat dalam suatu
sengketa yang berlarut-larut. Mereka menghendaki agar setiap
permasalahan dapat segera diselesaikan dengan tuntas, yang berarti pula

mengurangi beban pikiran, tenaga, waktu dan biaya

32Rina Puspita Sari, 2008, SKRIPSI Beracara Dengan 3 Pihak (INTERVENSI) Pada
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